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ABSTRAK 
Pelayanan bagi pasien yang menggunakan BPJS di UPT Puskesmas Sungai Malang masih 

menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa keluhan yang sering muncul antara lain adalah sering mengeluh 

adanya antri yang panjang, beberapa fasilitas kurang, serta kurangnya obat-obatan tertentu yang dibutuhkan 

pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien 

BPJS di UPT Puskesmas Sungai Malang, yang terletak di Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu 

Sungai Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif, yang memanfaatkan 

angka untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan. Data diambil dengan teknik pengambilan sampel 

acak berjumlah 97 responden. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan menggunakan uji regresi linier 

sederhana, uji t, dan uji R², dengan bantuan program IBM SPSS 24, untuk mengukur pengaruh dan sejauh 

mana kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pasien BPJS di UPT Puskesmas Sungai Malang. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi linier sederhana diperoleh Y = 0,194 + 0,999X, 

yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam kualitas pelayanan akan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan pasien sebesar 0,999 atau 99%. Selain itu, hasil uji t menunjukkan nilai thitung sebesar 

62,759, sedangkan ttabel adalah 1,996 pada taraf signifikansi 10%. Hal ini menunjukkan bahwa thitung lebih 

besar dari ttabel, sehingga hipotesis alternatif (Ha) diterima, yang menyatakan adanya pengaruh signifikan 

antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien di UPT Puskesmas Sungai Malang. Hasil perhitungan 

juga mengindikasikan nilai korelasi (R) sebesar 0,765 atau 58% dari 97 responden, yang mengategorikan 

pengaruh kualitas pelayanan cukup kuat. Untuk meningkatkan kepuasan pasien BPJS di UPT Puskesmas 

Sungai Malang, disarankan kepada Kepala UPT untuk memberikan arahan kepada seluruh pegawai agar terus 

berupaya meningkatkan kualitas pelayanan secara mempercepat proses pelayanan, sehingga pasien dapat 

merasakan kepuasan lebih baik. Para pegawai UPT Puskesmas Sungai Malang diharapkan agar lebih 

perhatian dan ramah dalam berinteraksi agar mereka merasa lebih dihargai.  fasilitas siap untuk 

memberikan pelayanan terbaik dan kelancaran pasokan obat-obatan agar selalu tersedia, agar pasien dapat 

merasakan pengalaman yang memuaskan. 

 

Kata Kunci :  Kualitas, Pelayanan, BPJS 

 

ABSTRACT 
Services for patients using BPJS at UPT Puskesmas Sungai Malang still face a number of 

challenges. Some complaints that often arise include long waiting times, inadequate facilities, and lack of 

availability of certain medicines needed by patients. This study aims to explore the effect of service quality 

on BPJS patient satisfaction at UPT Puskesmas Sungai Malang, located in Amuntai Tengah District, Hulu 

Sungai Utara Regency. The type of research used is descriptive quantitative research, which uses numbers to 

describe the data that has been collected. Data were taken using a random sampling technique totaling 97 

respondents. After the data was collected, the analysis was carried out using a simple linear regression test, 

t-test, and R² test, with the help of the IBM SPSS 24 program, to measure the influence and extent to which 

service quality affects BPJS patient satisfaction at UPT Puskesmas Sungai Malang. The results of the 

analysis showed that the simple linear regression coefficient value obtained Y = 0.194 + 0.999X, which 

indicates that every one unit increase in service quality will have a positive effect on patient satisfaction by 

0.999 or 99%. In addition, the t-test results showed a t-count value of 62.759, while the t-table was 1.996 at 

a significance level of 10%. This shows that the t-count is greater than the t-table, so the alternative 

hypothesis (Ha) is accepted, which states that there is a significant influence between service quality and 
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patient satisfaction at the Sungai Malang Health Center UPT. The calculation results also indicate a 

correlation value (R) of 0.765 or 58% of 97 respondents, which categorizes the influence of service quality 

as quite strong. To improve BPJS patient satisfaction at the Sungai Malang Health Center UPT, the head of   

UPT puskesmas  Sungai Malang is expected to provide furher guidance to the staff to continuously improve 

the quality of service process, sothat patienst can experience better satisfaction. The staff at UPT Puskesmas 

Sungai malang are encouraged to be more attentive and friendly when interacting with patiens, making them 

feel more valued. Ensure that the facilities are ready to provide the best service and maintain a smooth 

supply to ensure they are always available, so patiens can have a satisfying experience. 

 

Keywords: Quality, Service, BPJS 

 

PENDAHULUAN 

Kesehatan adalah komponen esensial dalam mencapai kesejahteraan hidup serta merupakan 

bagian dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi sesuai cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini 

tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945, terutama dalam Sila Kelima yang menekankan "keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa setiap warga 

negara berhak memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan non-

material lainnya, termasuk kesehatan dan spiritualitas. Dengan demikian, kesehatan menjadi elemen 

fundamental untuk menjalankan peran dan tanggung jawab sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan 

hidup. 

 

Pembangunan sektor kesehatan di Indonesia berorientasi pada terwujudnya masyarakat yang 

sehat secara fisik dan mental. Untuk itu, pemerintah terus mengupayakan layanan kesehatan yang 

dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial-ekonomi, guna menjamin 

distribusi layanan kesehatan yang adil dan merata. Pelayanan yang setara ini diharapkan dapat 

meningkatkan kepuasan masyarakat, terlebih di era sekarang di mana kualitas layanan menjadi 

prioritas utama, khususnya di bidang kesehatan. 

 

Di sisi lain, masih terdapat sejumlah keluhan pasien terkait pelayanan di UPT Puskesmas 

Sungai Malang. Beberapa pasien menyatakan lamanya waktu tunggu untuk menerima layanan serta 

keterbatasan fasilitas yang tersedia. Masalah lain seperti ketersediaan obat tertentu yang 

mengharuskan pasien dirujuk ke fasilitas kesehatan lebih besar juga menjadi perhatian. Hal ini tentu 

saja mempengaruhi tingkat kepuasan pasien terhadap layanan Puskesmas tersebut. 

 

Kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas 

pelayanan kesehatan. Menurut Fitzsimmons dalam Nasrudin dan Muhibudin (2015:108), kualitas 

pelayanan dapat diukur berdasarkan lima aspek, yaitu: bukti fisik, keandalan, daya tanggap, 

jaminan, dan empati. Perbandingan antara ekspektasi masyarakat dan realisasi layanan yang 

diterima menjadi tolok ukur utama kualitas pelayanan. Jika layanan yang diterima melampaui 

harapan, maka layanan tersebut dianggap berkualitas. Sebaliknya, jika tidak memenuhi harapan, 

layanan tersebut dinilai kurang memadai. 

 

Pelayanan publik yang optimal mencakup transparansi, akuntabilitas, efisiensi, daya tanggap, 

serta kepastian tenggat waktu. Kejelasan proses pelayanan dan penyediaan fasilitas memadai sangat 

penting untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada masyarakat. Transparansi dalam 

pengelolaan layanan juga mencakup kemudahan akses terhadap informasi terkait prosedur, biaya, 

serta waktu yang dibutuhkan untuk menerima pelayanan. 

 

 

Dalam konteks standarisasi pelayanan publik, pemerintah menetapkan Standar Pelayanan 

Publik (SPP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009. SPP bertujuan 

menjamin ketersediaan layanan dasar yang berkualitas dan dapat diakses secara merata oleh seluruh 
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warga. Di bidang kesehatan, SPP juga mengacu pada standar kepuasan masyarakat yang harus 

mencapai lebih dari 95% sesuai peraturan Kementerian Kesehatan tahun 2016. 

 

Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas sangat krusial, terutama dalam hal 

pengelolaan sumber daya manusia dan kelengkapan fasilitas. Tantangan ini semakin kompleks di 

Puskesmas Sungai Malang, yang melayani wilayah seluas 47,2 km² mencakup dua kelurahan dan 19 

desa. Sebagian besar wilayah binaan adalah daerah berawa, sehingga aksesibilitas menjadi kendala, 

terutama bagi desa-desa tertinggal seperti Mawar Sari dan Pinangkara yang hanya dapat dijangkau 

dengan perahu atau kendaraan roda dua. 

 

Wilayah kerja Puskesmas Sungai Malang memiliki total populasi 3.655 jiwa, dengan 

distribusi yang tidak merata. Di daerah perkotaan, seperti Kelurahan Sungai Malang dan Paliwara, 

jumlah penduduk terus meningkat seiring pembangunan perumahan. Hal ini berimbas pada 

meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan yang lebih kompleks. Puskesmas ini juga melayani 

masyarakat dengan program BPJS, yang bertujuan memberikan layanan kesehatan yang terjangkau 

dan berkualitas. 

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, penulis menemukan sejumlah masalah yang 

terkait dengan pelayanan kesehatan di UPT Puskesmas Sungai Malang, antara lain: 

1. Sering mengeluh adanya antri yang panjang sebelum dapat menerima pelayanan medis atau 

konsultasi dokter. Hal ini disebablan oleh banyaknya pasien yang harus di layani dalam waktu 

bersamaan, kekurangan tenaga medis sehingga menyebabkan paien mendapatkan waktu tunggu 

panjang. Sehingga dapat menurunkan kepuasan pasien, yang membutuhkan penanganan yang 

cepat. 

2. Beberapa fasilitas kurang di UPT Puskesmas Sungai Malang seperti fasilitas pelayanan 

kesehatan jiwa, seperti ruang konseling psikologis, serta perawatan pasien dengan gangguan 

mental, termasuk walker sebagai alat bantu, berperan penting dalam menunjang pelayanan 

kesehatan. 

3. UPT Puskesmas Sungai Malang kurang obat-obatan tertentu yang dibutuhkan pasien, seperti 

obat-obatan biologis seperti kanker atau penyakit autoimun, obat untuk penyakit langka, obat-

obatan untuk infeksi yang tidak umum. Sehingga pasien harus dirujuk ke rumah sakit atau 

fasilitas kesehatan yang lebih besar.  

Apabila mutu pelayanan UPT Puskesmas Sungai Malang tidak ditingkatkan maka berpotensi 

timbul dampak negatif yang berujung pada menurunnya kepuasan pasien di UPT Puskesmas Sungai 

Malang. 

Pelayanan publik adalah proses pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah, pihak 

swasta yang bertugas atas nama pemerintah, maupun sepenuhnya oleh swasta, kepada masyarakat. 

Layanan tersebut dapat bersifat berbayar atau gratis untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan 

publik. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam buku Pelayanan Publik (2020) oleh Rahmadana, M. 

F. dkk. 

 

Secara esensial, pelayanan publik memiliki cakupan yang sangat luas. Konsep ini tidak 

hanya terbatas pada interaksi langsung antara pemberi layanan (seperti aparat pemerintah) dan 

penerima layanan (masyarakat). Pelayanan publik mencakup berbagai proses yang bertujuan untuk 

memenuhi beragam kebutuhan masyarakat. Proses ini mencakup pengadaan infrastruktur seperti 

jalan, jembatan, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, prasarana perekonomian, pertanian, serta 

kebutuhan masyarakat lainnya. Selain itu, kebutuhan akan rasa aman, ketertiban, dan kenyamanan 

juga merupakan bagian dari layanan yang harus disediakan oleh pemerintah. Hal ini sebagaimana 

dijelaskan oleh Maulidiah, S. dalam bukunya Pelayanan Publik (2014). 

Pelayanan pada hakikatnya melibatkan berbagai aktivitas yang dilakukan secara terus-

menerus dan terintegrasi. Proses pelayanan tersebut terjadi dalam seluruh aspek kehidupan 

organisasi yang berhubungan dengan masyarakat. Proses ini bertujuan untuk menjembatani 
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kebutuhan penerima layanan dengan pemberi layanan, seperti dijelaskan oleh Marwiyah, S. dalam 

bukunya Strategi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Era Digitalisasi (2023). 

Sebagai aspek mendasar dalam pemerintahan, pelayanan publik menjadi indikator utama 

dalam mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Sebuah sistem pemerintahan dapat dikatakan berhasil apabila pelayanan publik yang diberikan 

berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Layanan yang efektif dan berkualitas dapat meningkatkan 

kepuasan masyarakat, karena mereka menjadi pihak yang langsung memberikan penilaian terhadap 

kualitas kinerja pemerintah. Penekanan ini juga diungkapkan oleh Pangkey, I., dan Rantung, M. I. R. 

dalam bukunya Manajemen Pelayanan Publik (2023). 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan 

publik didefinisikan sebagai kegiatan atau serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup penyediaan 

barang, jasa, maupun administrasi bagi setiap warga negara. Pihak-pihak yang bertanggung jawab 

sebagai penyelenggara pelayanan publik mencakup berbagai entitas, mulai dari lembaga negara, 

korporasi, hingga badan hukum independen yang didirikan khusus untuk memenuhi kebutuhan 

layanan masyarakat. 

 

Penerapan standar pelayanan menjadi elemen krusial dalam pengembangan sistem pelayanan 

publik di Indonesia. Standar ini mengatur aspek input, proses, dan output dari pelayanan. 

Standarisasi input sangat penting untuk mengatasi perbedaan kuantitas dan kualitas yang sering kali 

terjadi antar daerah, sehingga muncul ketimpangan dalam akses terhadap pelayanan berkualitas. 

Perbedaan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung layanan pendidikan dan kesehatan 

menyebabkan variasi input pada kedua sektor tersebut di berbagai wilayah. 

 

Standar pelayanan berfungsi sebagai parameter yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan 

layanan publik dan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi kualitas pelayanan. Hal ini 

mencerminkan kewajiban serta janji pemerintah kepada masyarakat untuk menyediakan layanan 

yang berkualitas, cepat, mudah diakses, dan terukur (UU No. 25 Tahun 2009). 

Selain itu, pentingnya penyusunan standar proses dimaksudkan untuk menjamin bahwa 

pelayanan publik di daerah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta 

tidak memihak. Standar ini meliputi penyediaan informasi yang jelas mengenai persyaratan, 

prosedur, biaya, dan durasi layanan. Dalam standar transparansi, penyelenggara layanan juga 

diwajibkan untuk memberi tahu pengguna layanan tentang hak mereka untuk memberikan 

pengaduan atau keberatan apabila merasa diperlakukan secara tidak adil. 

Standar Pelayanan Publik (SPP) merupakan ketentuan layanan minimum yang harus 

disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Adanya SPP memastikan bahwa setiap warga negara 

memperoleh hak layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, dan 

sebagainya. Dengan demikian, SPP menjadi acuan penting dalam menilai kinerja pemerintah dalam 

menyelenggarakan layanan dasar tersebut (Sirajuddin dkk., 2016) 

Pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai penyediaan pelayanan oleh pemerintah, pihak 

swasta atas nama pemerintah, atau pihak swasta secara langsung kepada publik. Layanan ini dapat 

diberikan dalam bentuk hibah atau cuma-cuma dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan atau 

kepentingan masyarakat (Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Wind, MA, dan Tojiri, M. 

Y. dalam buku *Pelayanan Publik*, 2020). 

Dalam konteks penyediaan layanan publik, penting untuk menempatkan kepuasan 

masyarakat sebagai prioritas utama. Masyarakat harus diperlakukan sebagai raja yang berhak untuk 

mendapatkan layanan yang optimal dari penyedia layanan. Oleh karena itu, arah pelayanan yang 

berorientasi pada kepuasan pelanggan (customer-driven government) perlu ditetapkan dengan 

mempertimbangkan beberapa karakteristik berikut (Hesti Puspitosari dkk. , 2016): 

1. Memprioritaskan pengaturan melalui kebijakan yang mendukung terciptanya situasi yang 

mendukung penyelenggaraan layanan kepada masyarakat. 
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2. Mengutamakan pemberdayaan masyarakat agar mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap 

fasilitas pelayanan yang telah dibangun secara kolektif. 

3. Mengadopsi sistem kompetisi untuk penyediaan layanan tertentu, sehingga kualitas pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat dapat terjamin. 

4. Berfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan target yang berorientasi pada hasil (outcomes) 

dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 

5. Memprioritaskan pemenuhan kebutuhan serta harapan masyarakat. 

6. Memberikan akses yang luas kepada masyarakat dan secara proaktif merespons masukan terkait 

layanan yang diberikan. 

7. Menitikberatkan pada tindakan pencegahan terhadap potensi masalah dalam pemberian layanan. 

8. Mendorong pelaksanaan layanan yang bersifat desentralisasi. 

9. Mengimplementasikan prinsip pasar dalam penyediaan layanan publik tertentu. 

Lebih lanjut, menurut Kotler (Nursalam, 2011), terdapat beberapa metode untuk mengukur 

kepuasan pelanggan atau pasien, di antaranya: 

1. Sistem keluhan dan saran, yang mencakup kotak saran di lokasi strategis, kartu pos berprangko, 

saluran telepon bebas pulsa, situs web, email, dan sebagainya. Penting untuk menindaklanjuti 

setiap pengaduan yang diterima. 

2. Survei kepuasan pelanggan dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti telepon, email, 

maupun tatap muka langsung, dengan tujuan untuk memahami kepuasan pasien/masyarakat dan 

melaksanakan umpan balik (feedback) yang diperlukan. 

3. Ghost shopping, yaitu metode observasi yang melibatkan orang yang menyamar sebagai 

pelanggan atau pesaing untuk mengamati aspek-aspek pelayanan dan kualitas produk, termasuk 

mengidentifikasi keluhan, menemukan kelebihan pelayanan berkualitas, serta mempelajari 

strategi pesaing dalam menghadapi pasien. 

4. Lost customer analysis, yaitu upaya untuk menghubungi atau mewawancarai pelanggan yang 

telah beralih kepada penyedia lain, guna memahami faktor-faktor penyebabnya, melakukan 

perbaikan terhadap layanan, dan memantau sikap pasien. 

Berdasarkan penelitian Sangadji dan Sopiah (2013), faktor-faktor yang memengaruhi 

kepuasan pasien meliputi: 

1.  Karakteristik Pasien 

Faktor yang menentukan tingkat kepuasan pasien atau konsumen adalah karakteristik 

individu pasien, yang mencakup ciri-ciri atau kekhasan yang membedakan setiap individu. 

Karakteristik tersebut meliputi nama, umur, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, suku 

bangsa, agama, pekerjaan, dan lain-lain. 

2. Sarana Fisik 

Sarana fisik merujuk pada bukti fisik yang dapat dilihat, termasuk gedung, peralatan, 

seragam pegawai, dan sarana komunikasi. 

3. Jaminan 

Jaminan mencakup pengetahuan, keterampilan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya 

yang dimiliki oleh petugas. 

4. Kepedulian 

Kepedulian berkaitan dengan kemudahan dalam membangun komunikasi yang baik 

antara pegawai dan klien, perhatian pribadi, serta kemampuan untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan. 

5. Kehandalan 

Kehandalan adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan 

cepat, tepat, akurat, dan memuaskan. 

Menurut Tryhaji (Yulfita, Aini, dan Andri, 2016), kepuasan pelanggan diartikan sebagai: 

1.  Pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan. 

2. Kesediaan pasien untuk memberikan informasi kepada orang lain. 

3. Kepuasan terhadap kualitas pelayanan yang telah disediakan. 
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4. Keinginan untuk menggunakan kembali jasa tersebut. 

Kepuasan konsumen diartikan sebagai tingkat persepsi konsumen setelah membandingkan 

apa yang diterimanya dengan harapannya (Umar, dalam Indrasari, 2019). 

Berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, fasilitas pelayanan 

kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan berbagai upaya pelayanan 

kesehatan, termasuk promosi, pencegahan, pengobatan penyakit, dan rehabilitasi, yang dilaksanakan 

oleh pemerintah dan daerah. pihak berwenang. pemerintah. dan/atau komunitas. Selanjutnya 

Puskesmas yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat serta upaya promosi dan pencegahan kesehatan di 

wilayah kerjanya. 

 

METODE 

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Tujuan 

utama penelitian kuantitatif adalah melakukan pengukuran yang berperan sentral dalam proses 

penelitian. Aspek ini penting karena hasil pengukuran dapat memberikan wawasan tentang 

hubungan yang mendasari antara observasi eksperimen dan data yang diperoleh secara kuantitatif. 

Selain itu, tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk membantu mengetahui hubungan antar 

variabel dalam populasi. Proses pengukuran memegang peranan sentral dalam penelitian kuantitatif 

karena dapat memberikan pemahaman mendasar antara observasi empiris dan ekspresi matematis 

hubungan kuantitatif. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian asosiasi deskriptif dan kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif diartikan sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang 

disajikan dalam bentuk tertulis, disertai dengan angka-angka yang diperoleh dari hasil penelitian itu. 

Data-data tersebut kemudian diolah, diolah dan dianalisis berdasarkan landasan teori yang dipelajari 

sehingga dapat diambil kesimpulan. Sebaliknya, penelitian asosiasi bertujuan untuk mengetahui 

hubungan sebab akibat (sebab-akibat) antara dua variabel atau lebih. 

 

PEMBAHASAN 

1. Variabel Kualitas Pelayanan (X) 

Pengumpulan data mengenai penerapan variabel kualitas pelayanan dilakukan melalui 

kuesioner yang terdiri atas 14 pertanyaan untuk variabel X dan 17 pertanyaan untuk variabel Y, 

sehingga totalnya mencapai 31 item. Kuesioner ini diberikan kepada 97 responden guna 

memperoleh informasi terkait kualitas pelayanan di UPT Puskesmas Sungai Malang. 

 

Hasil analisis data dapat dijelaskan sebagai berikut: mayoritas responden, yaitu 78 orang 

(80%), setuju bahwa petugas Puskesmas bekerja dengan cepat saat melayani pasien, sedangkan 

19 responden (20%) merasa kurang setuju. Hal ini menunjukkan bahwa petugas Puskesmas 

mampu memberikan pelayanan dengan respons yang cepat. Terkait kesiapan dan kelengkapan 

fasilitas yang digunakan untuk melayani pasien, 82 responden (85%) setuju bahwa kesiapan dan 

kelengkapan fasilitas yang digunakan untuk melayani pasien, sedangkan 15 orang (15%) kurang 

setuju. Hasil ini menggambarkan bahwa kesiapan dan kelengkapan fasilitas yang digunakan 

untuk melayani pasien  tersedia di Puskesmas telah mendukung layanan yang baik. 

 

Sebanyak 84 responden (87%) menyatakan bahwa petugas tanggap terhadap keluhan 

pasien, sementara 13 orang (13%) memberikan tanggapan kurang setuju. Data ini 

memperlihatkan bahwa petugas responsif dalam menangani keluhan. Ketika diminta pendapat 

tentang kualitas pelayanan secara keseluruhan, 73 responden (74%) setuju bahwa layanan yang 

diberikan baik, 15 orang (15%) merasa kurang setuju, dan 9 responden (9%) tidak setuju. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pelayanan di Puskesmas dianggap cukup memadai. 

 

 



 
 

 

Rima Lestari, Djayeng Turano Gunade, Hasbi Salim | Pengaruh  Kualitas Pelayanan … | 196 

Pengetahuan petugas juga mendapat respons positif, di mana 9 responden (9%) 

menyatakan sangat setuju, 82 responden (84%) setuju, dan hanya 6 orang (6%) yang merasa 

kurang setuju. Ini menunjukkan bahwa petugas memiliki pemahaman yang baik dalam melayani 

pasien. Mengenai kemampuan petugas menangani keluhan pasien, 83 responden (86%) setuju 

bahwa petugas cukup kompeten, 11 orang (11%) kurang setuju, dan 3 orang (3%) tidak setuju. 

 

Tanggapan terhadap sikap ramah dan sopan petugas menunjukkan bahwa 74 responden 

(76%) setuju, 14 orang (14%) merasa kurang setuju, dan 9 responden (9%) tidak setuju. Hasil ini 

mengindikasikan bahwa petugas menunjukkan etika yang baik dalam pelayanan. Kepercayaan 

masyarakat terhadap layanan Puskesmas tinggi, dengan 93 responden (96%) menyatakan setuju 

dan 4 responden (4%) kurang setuju. 

 

Pasien juga merasa aman selama menerima pelayanan, dengan 93 responden (96%) 

menyatakan setuju dan hanya 4 orang (4%) yang kurang setuju. Kemampuan komunikasi 

petugas mendapatkan respons positif dari 89 responden (92%), meskipun 5 orang (5%) merasa 

kurang setuju dan 3 orang (3%) tidak setuju. 

 

Sebanyak 91 responden (94%) menyatakan bahwa petugas memberikan perhatian yang 

baik, dengan hanya 6 orang (6%) merasa kurang setuju. Terkait kebersihan ruang Puskesmas, 95 

responden (98%) menyatakan setuju bahwa ruang Puskesmas bersih, dan 2 orang (2%) kurang 

setuju. Sarana dan prasarana pelayanan dianggap memadai oleh 84 responden (87%), walaupun 

11 orang (11%) merasa kurang setuju dan 2 responden (2%) tidak setuju. 

 

Penampilan petugas Puskesmas dinilai rapi dan profesional oleh 93 responden (96%), 

sementara 4 orang (4%) merasa kurang setuju. Data ini memperkuat kesimpulan bahwa petugas 

Puskesmas berpenampilan baik dan mampu memberikan pelayanan yang profesional. 

2. Variabel Kepuasan Pasien (Y) 

Berdasarkan hasil tanggapan responden, sebanyak 20 orang (21%) sangat setuju, 72 

orang (74%) setuju, dan 5 orang (5%) kurang setuju terhadap kemudahan mengurus persyaratan. 

Hal ini menunjukkan bahwa aspek kemudahan tersebut dinilai baik oleh mayoritas responden. 

Untuk analisis kejelasan persyaratan, sebanyak 89 orang (92%) menyatakan setuju, 

sementara 8 orang (8%) kurang setuju. Dengan demikian, kejelasan persyaratan dianggap 

memadai oleh sebagian besar responden.   

Dalam hal proses pelayanan, 94 orang (97%) menyatakan setuju dan hanya 3 orang (3%) 

kurang setuju, menunjukkan bahwa proses pelayanan berjalan dengan baik.  

Mengenai kesederhanaan alur pelayanan, 89 orang (92%) setuju, sedangkan 8 orang 

(8%) kurang setuju. Hal ini menunjukkan bahwa alur pelayanan dianggap sederhana oleh 

mayoritas responden.   

Pada aspek kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan, sebanyak 68 orang (70%) setuju, 

22 orang (23%) kurang setuju, dan 7 orang (7%) tidak setuju. Hal ini menandakan perlunya 

peningkatan di aspek tersebut. Namun, observasi penulis di lapangan menunjukkan hasil serupa 

dengan data kuesioner.   

Terkait keterbukaan waktu penyelesaian, mayoritas responden (85 orang atau 88%) 

menyatakan setuju, 10 orang (10%) kurang setuju, dan 2 orang (2%) tidak setuju. Ini 

menunjukkan keterbukaan waktu penyelesaian cukup terjaga.   

Untuk kesesuaian tarif dengan SOP, 95 orang (98%) setuju dan 2 orang (2%) kurang 

setuju. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tarif telah sesuai standar.   

Aspek ketepatan dan akurasi hasil pelayanan dinilai baik, dengan 88 orang (91%) 

menyatakan setuju, 6 orang (6%) kurang setuju, dan 3 orang (3%) tidak setuju.   

Mayoritas responden (91 orang atau 94%) menilai bahwa profesi petugas sudah 

menjalankan pelayanan dengan baik, sedangkan 4 orang (4%) kurang setuju dan 2 orang (2%) 
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tidak setuju.   

Terkait keahlian petugas, 12 orang (12%) sangat setuju, 78 orang (80%) setuju, 4 orang 

(4%) kurang setuju, dan 3 orang (3%) tidak setuju, sehingga dapat disimpulkan bahwa keahlian 

petugas dinilai baik.   

Kemudahan dalam menemukan atau menghubungi petugas mendapat penilaian positif 

dari mayoritas responden (86 orang atau 89%), meskipun ada 8 orang (8%) yang kurang setuju 

dan 3 orang (3%) tidak setuju.   

Kesopanan dan keramahan petugas diakui baik oleh 83 orang (86%) yang setuju, 9 orang 

(9%) yang kurang setuju, dan 5 orang (5%) yang tidak setuju.   

Dalam aspek keadilan pelayanan, 83 orang (86%) setuju, sementara 9 orang (9%) kurang 

setuju dan 5 orang (5%) tidak setuju, sehingga layanan dianggap adil oleh mayoritas responden.   

Sebanyak 92 orang (95%) menyatakan bahwa kotak saran atau saluran pengaduan 

tersedia, sementara 5 orang (5%) kurang setuju.   

Dalam hal penerimaan umpan balik, 87 orang (90%) setuju, sedangkan 7 orang (7%) 

kurang setuju, dan 3 orang (3%) tidak setuju, menunjukkan bahwa umpan balik cukup dihargai.  

Fasilitas seperti ruang tunggu, toilet, dan tempat parkir dianggap memadai oleh 

mayoritas responden (94 orang atau 97%), meskipun ada 3 orang (3%) yang memberikan respon 

kurang setuju.  

Kelengkapan ketersediaan obat-obatan, 90 orang atau (93%) setuju, sedangkan 7 orang 

(7%) kurang setuju, dengan demikian menunjukkan bahwa kelengkapan ketersediaan obat-

obatan. 

Observasi penulis menunjukkan bahwa fasilitas tersebut sesuai standar. Selain itu, 

peralatan pendukung pelayanan dinilai cukup lengkap oleh 90 responden (93%), walaupun 7 

orang (7%) tidak setuju.   

Secara keseluruhan, variabel Kualitas Pelayanan (X) memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Kepuasan Pasien (Y) di UPT Puskesmas Sungai Malang, sebagaimana hasil Uji t yang 

menghasilkan \( t_{hitung} = 62,759 \), jauh lebih besar dari \( t_{tabel} = 1,996 \) pada taraf 

signifikansi 0,1%. Dengan demikian, hipotesis alternatif diterima, menunjukkan adanya 

hubungan antara kedua variabel tersebut.   

Hasil analisis korelasi menunjukkan nilai \( R = 0,768 \) dengan koefisien determinasi 

58%. Temuan ini menegaskan adanya pengaruh yang kuat antara Kualitas Pelayanan (X) dan 

Kepuasan Pasien (Y).   

3. Faktor - Faktor 

Faktor yang menjadi dominan yaitu indikator waktu pelayanan, yang diperoleh dari hasil 

koesioner yang dibagikan kepada 97 orang responden terdapat sebanyak 22 orang atau 23% 

yang kurang setuju dan sebanyak 7 orang atau 7% orang yang tidak setuju. dalam pertanyaan 

kecepatan,ketepatan waktu pelayanan. Sedangkan faktor Reabilitas (reability), yang diperoleh 

dari hasil koesioner yang dibagikan kepada 97 orang responden terdapat sebanyak  15 orang atau 

15% yang masih kurang setuju. dalam pertanyaan kesiapan dan kelengkapan fasilitas yang 

digunakan untuk melayani pasien. dan untuk  faktor sarana dan prasarana , yang diperoleh dari 

hasil koesioner yang dibagikan kepada 97 responden terdapat sebanyak 7 orang atau 7% yang 

masih kurang setuju. dalam pertanyaan kelengkapan ketersediaan obat-obatan. Apabila kualitas 

pelayanan ditingkatkan, hal ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap kepuasan 

pasien di UPT Puskesmas Sungai Malang. 

 

SIMPULAN 

Setelah melakukan analisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien di UPT 

Puskesmas Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, peneliti 

menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan terhadap 

kepuasan pasien terhadap kepuasan pasien UPT Puskesmas Sungai Malang. Kesimpulan ini 

didukung oleh hasil uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan regresi linier sederhana dan 
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uji t. Dari hasil perhitungan regresi linier sederhana diperoleh rumus Y = 0,194 + 0,999 yang 

menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan sebesar satu satuan akan menyebabkan 

peningkatan kepuasan pasien sebesar 0,999 yaitu 99%. Selain itu, analisis uji t menunjukkan nilai 

thitung sebesar 62,759 lebih tinggi dari nilai ttabel sebesar 1,996 pada taraf signifikansi 10%. Hal ini 

menunjukkan bahwa thitung > ttabel, dengan demikian hipotesis alternatif (Ha) diterima dan 

hipotesis nol (Ho) ditolak. Hipotesis alternatif menyatakan “terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien”. Melalui analisis menggunakan SPSS 24 

dengan 97 responden diperoleh nilai korelasi (R) sebesar 0,765 yang menunjukkan adanya pengaruh 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien. di UPT Puskesmas Sungai Malang sebesar 58%. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien 

di UPT Puskesmas relatif kuat.Faktor yang paling menonjol dalam penelitian ini adalah indeks 

reliabilitas yang diukur melalui kuesioner yang dibagikan kepada 97 responden. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 19% responden masih kurang setuju dengan pernyataan petugas Puskesmas 

cepat melayani pasien. Faktor yang menjadi dominan yaitu indikator waktu pelayanan, yang 

diperoleh dari hasil koesioner yang dibagikan kepada 97 orang responden terdapat sebanyak 22 

orang atau 23% yang kurang setuju dan sebanyak 7 orang atau 7% orang yang tidak setuju. dalam 

pertanyaan kecepatan,ketepatan waktu pelayanan. Sedangkan faktor Reabilitas (reability), yang 

diperoleh dari hasil koesioner yang dibagikan kepada 97 orang responden terdapat sebanyak  15 

orang atau 15% yang masih kurang setuju. dalam pertanyaan kesiapan dan kelengkapan fasilitas 

yang digunakan untuk melayani pasien. dan untuk  faktor sarana dan prasarana , yang diperoleh dari 

hasil koesioner yang dibagikan kepada 97 responden terdapat sebanyak 7 orang atau 7% yang masih 

kurang setuju. dalam pertanyaan kelengkapan ketersediaan obat-obatan. Apabila kualitas pelayanan 

ditingkatkan, hal ini tentunya akan memberikan dampak positif terhadap kepuasan pasien di UPT 

Puskesmas Sungai Malang.  
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